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ABSTRAK 

       Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan Di 

Wonocolo Surabaya” ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik jual beli tanah 

yang masih disewakan di Wonocolo Surabaya ? dan bagaimana analisis Hukum 

Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap praktik jual beli tanah 

yang masih disewakan di Wonocolo Surabaya ? 

       Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian 

dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data 

mengenai praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Wonocolo Pabrik 

Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, 

Surabaya untuk disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan 

ketentuan Hukum Islam dengan menggunakan akad ija>rah dan bay’ serta 

menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

       Dari hasil penelitian ditemukan fakta kasus jual beli yang terjadi di Jl. 

Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya berawal dari Bapak Hadi yang menyewakan 

tanahnya kepada Bapak Salamun seharga Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 

selama lima tahun terhitung dari tahun 2017 sampai 2022. Pada tahun 2019, 

Bapak Hadi menjual tanah yang disewa oleh Bapak Salamun kepada Bapak Benu 

tanpa sepengetahuan Bapak Salamun. 

       Jual beli tanah yang masih disewakan yang terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik 

Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, 

Surabaya ini kesimpulannya jika dianalisis menurut perspektif Hukum Islam 

menggunakan akad ija>rah sudah sesuai karena telah memenuhi rukun dan 

syaratnya. Sementara jika dianalisis menggunakan akad bay’ tidak sesuai karena 

tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan jika dianalisis menggunakan 

Hukum Perdata tidak sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata pasal 1570 dan pasal 1576.  

       Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada masyarakat 

untuk lebih berhati-hati dalam melakukan akad termasuk akad jual beli maupun 

sewa-menyewa khususnya dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk tertulis 

yang berisi segala persyaratan dalam akad beserta sanksi jika ada pihak yang 

melanggar akad atau perjanjian tersebut. Kemudian masyarakat diharapkan untuk 

mengetahui hukum jual beli terutama jual beli tanah yang masih disewakan 

karena objek masih terdapat status sewa dan berada di tangan pihak penyewa, hal 

ini untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dapat dipahami sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan manusia 

dengan segala macam naluri, di antaranya naluri untuk hidup bersosialisai. 

Naluri seperti itu menimbulkan hasrat kepada manusia untuk saling 

membutuhkan bantuan antar sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. Pada dasarnya kebutuhan itu sangat berkaitan erat 

dengan kegiatan kemasyarakatan. Maka dari itu, setiap manusia tidak 

mungkin hidup sendiri secara individu dengan tidak membutuhkan 

pertolongan atau dorongan dari orang lain.  

       Untuk mengatur suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan  

kemasyarakatan, maka seharusnya manusia memahami tentang peraturan dan 

hukum-hukumnya, atau yang disebut dengan istilah muamalat. Peraturan 

seperti itu menunjukkan kesan terhadap unsur-unsur kemasyarakatan dalam 

lingkup budaya dan komunitas. Hal itupun juga menjadi salah satu pondasi 

dalam keberhasilan kelompok masyarakat pada setiap individunya. Karena itu 

setiap individu seharusnya mengerti dan paham secara jelas mengenai 

peraturan dan hukum yang berkenaan dengan muamalat.
1
 

       Perdagangan (bisnis) ialah salah satu bentuk kegiatan yang begitu penting 

dalam bidang muamalat. Hal yang penting terhadap perdagangan (bisnis) ini 

                                                           
1
 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 10. 
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telah ada sejak lampau dan terus berkembang hingga pada saat ini, di mana 

manusia saling berkorelasi antara satu dengan yang lain dalam mencukupi 

keperluan hidupnya guna tercapainya kemaslahatan umum. Dengan cara 

demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan damai serta hubungan 

antara manusia satu dengan manusia yang lain menjadi kokoh.
2
 Dalam praktik 

perdagangan (bisnis) banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

di antaranya yaitu jual beli dan sewa-menyewa karena dalam kegiatan tersebut 

harus sesuai dengan rukun dan syarat masing-masing supaya dapat dinilai sah 

secara agama dan tidak saling merugikan di antara para pihak yang terlibat 

dalam kegiatan tersebut. 

       Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa>: 29 

sebagai berikut:  

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ عَنْ تَ راَض    ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاإِ  ۚ ْوَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  ۚ ْمِنْكُمْ   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
3
 

  

Ayat di atas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan 

disyaratkan dalam melakukan perdagangan tidak boleh menipu, tidak boleh 

                                                           
2
 Hulwati, Ekonomi Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2009), 15. 

3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya  (Semarang: 

Toha Putra Semarang, 1996), 122. 
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3 
 

 
 

merugikan kepentingan orang lain melainkan harus atas dasar suka sama suka 

bukan dalam keadaan dipaksa.
4
  

       Secara terminologi, jual beli mempunyai makna transaksi tukar menukar 

barang atau uang yang berdampak pada berpindahnya hak milik barang atau 

uang. Cara yang dilaksanakan yaitu dengan melakuakan akad, baik secara 

tertulis atau perbuatan maupun lisan. Menurut fiqih Sunnah, jual beli sendiri 

merupakan pertukaran harta (apapun bentuknya) yang dilaksanakan dengan 

cara sukarela atau cara pemindahan hak milik ke pihak lain dengan nilai tukar 

atau kompensasi tertentu yang sesuai. Hal ini boleh dilakukan selama masih 

dalam batasan syariat, karena objek yang digunakan dalam transaksi jual beli 

merupakan benda halal, bukan termasuk benda haram atau berasal dari cara 

yang haram.
5
 

       Sedangkan sewa-menyewa pada intinya merupakan transaksi atau jual 

beli kegunaan suatu barang dengan memberikan kompensasi biaya atau jasa 

yang sesuai dengan biaya pertukarannya tanpa harus menjualbelikan ‘ain  (hak 

milik) dari barang tersebut. Sewa-menyewa sama halnya dengan perjanjian-

perjanjian lain, yakni merupakan perjanjian yang mengandung unsur 

kesepakatan atau konsensus. Perjanjian seperti itu mempunyai kekuatan 

hukum, yang mana apabila akad telah berjalan maka para pihak yang berakad 

harus melaksanakan kewajibannya yakni mulai dari pihak yang menyewakan 

menyerahkan (manfaat) barang kepada pihak yang menyewa, dan pihak 

                                                           
4
 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia  (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 

168. 
5
 T.M Hasbib Ash Shidiqi, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab  (Semarang: PT 

Pustaka Riski Putra, 2001), 328. 
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penyewa berkewajiban untuk menukarkan barang (manfaat) yang diterima 

dengan alat tukar yang sah berupa uang. Serta menentukan batas waktu masa 

sewa yang dilakukan oleh  pihak-pihak yang terlibat yakni antara yang 

menyewakan dan penyewa dari barang tersebut. 
6
 

       Seiring berkembangnya waktu, praktik jual beli semakin bermacam-

macam bentuk dan modelnya. Hal ini demi mencukupi keperluan hidup setiap 

individu, salah satunya ialah dari hasil prapenelitian yang dilakukan oleh 

penulis dimana penulis menemukan adanya praktik jual beli tanah yang masih 

disewakan tepatnya terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, 

Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. 

       Dalam kasus ini, para pihak yang terlibat di antaranya yaitu pemilik tanah 

atau yang menyewakan tanah yaitu dengan nama Bapak Hadi dan penyewa 

tanah yaitu dengan nama Bapak Salamun. Dalam praktik ini, pada saat 

perjanjian akad sewa-menyewa tanah yang terjadi pada awal tahun 2017 sudah 

disepakati bersama antara pemilik tanah dan penyewa tanah bahwa tanah 

yang disewakan tersebut lebarnya 4 meter dan panjangnya 12 meter, 

kemudian untuk jangka waktunya selama lima tahun yaitu sampai dengan 

tahun 2022, dengan biaya kontrak per tahunnya Rp. 2.000.000,  sehingga 

dalam jangka lima tahun total biaya sewa tanah yang perjanjiannya harus 

dibayar kontan pada saat akad sebesar Rp. 10.000.000 dan tanah tersebut di 

manfaatkan oleh penyewa sebagai tempat tinggal bersama keluarganya. 

                                                           
6
 Helmi Kariim, Fiqih Muamalah  (Jakarta: PT. Raja Grarfindo Persada, 1993), 29. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
 

 
 

       Kemudian pada saat masa sewa setelah berjalan selama dua tahun yang 

terjadi pada awal tahun 2019 si pemilik tanah mengaku menjual tanah tersebut 

secara mendadak tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada si penyewa 

dengan alasan lagi membutuhkan uang sehingga aset yang dimiliki oleh 

pemilik tanah yaitu tanah yang disewakan kepada Bapak Salamun harus dijual 

kepada pihak lain dengan harga Rp. 250.000.000.
7
 Padahal berdasarkan 

pengakuan penyewa tidak pernah ada perjanjian sebelumnya bahwa jika 

selama masa sewa berlangsung ada pihak lain yang membeli tanah tersebut 

maka akad sewanya berakhir. 
8
 

       Maka secara tidak langsung pihak penyewa tanah merasa dirugikan 

karena pemilik tanah secara sepihak menjual tanah tersebut dengan alasan 

keadaan mendesak yakni membutuhkan uang dan si pembeli tanah 

menginginkan serah terima kepemilikan tanah tersebut secara langsung 

sehingga si penyewa tanah harus segera pindah dari tempat yang disewa 

tersebut. Meskipun pihak pemilik tanah memberikan ganti rugi yang hanya 

berupa perpindahan tanah ke tempat lain yang masih milik si pemilik tanah, 

namun tanah tersebut ukurannya lebih sempit dari tanah yang disewa 

sebelumnya yakni lebarnya 6 meter dan panjangnya 5 meter. Selain itu tanah 

tersebut masih belum layak untuk di dirikan rumah secara langsung sehingga 

pihak penyewa tanah harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengurus 

semua perpindahan tersebut.  

                                                           
7
 Hadi (Pemilik Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 13 Mei 2020.  

8
 Salamun (Penyewa Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 10 Mei 2020. 
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       Dari fakta kasus tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli tanah yang 

masih disewakan yang terjadi di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo, Surabaya terdapat adanya kejanggalan dengan teori yang ada yaitu 

dalam Hukum Islam, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam praktik kasus jual beli tanah tersebut apakah sesuai aturan 

syariat Hukum Islam atau tidak.  

       Kemudian dalam teori hukum perdata, jual beli tidak dapat memutuskan 

sewa-menyewa, namun dalam fakta kasus yang terjadi tersebut sewa-

menyewanya diputus karena objek yang disewakan itu dijual kepada pihak 

lain. Dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1576 yang 

berbunyi: 

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat 

sebelumnya tidaklah diputuskan, kecuali apabila ia telah diperjanjikan 

pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, 

penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian 

yang tegas, namun jika ada perjanjian seperti itu, maka ia tidak wajib 

mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang masih 

dihutang belum dilunasi”.
9
 

 

       Dari gambaran penjelasan tersebut, maka penulis tertantang untuk 

meneliti dan menganalisis lebih lanjut penelitian ini dengan teori Hukum 

Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam bentuk skripsi dengan 

judul Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan Di Wonocolo 

Surabaya.  

 

                                                           
9
 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Balai Pustaka, 

2014), 385-386. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan, maka timbul 

permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuhan 

penelitian, yaitu: 

1. Pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik tanah; 

2. Transaksi jual beli padahal tanah masih dalam keadaan disewakan; 

3. Ganti rugi dari pihak pemilik tanah namun tidak sesuai dengan kerugian 

yang diterima penyewa tanah; 

4. Praktik jual beli tanah di Wonocolo Surabaya yang statusnya masih 

disewakan; 

5. Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap 

Praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Wonocolo Surabaya. 

       Berdasarkan luasnya identifikasi masalah dan kekhawatiran akan ada 

kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberikan suatu batasan masalah 

yakni batasan kepada tiap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan 

masalahnya adalah: 

1. Praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Wonocolo Surabaya. 

2. Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap 

praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Wonocolo Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka 

dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: 
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1. Bagaimana praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Wonocolo 

Surabaya? 

2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata terhadap praktik jual beli tanah yang masih disewakan di 

Wonocolo Surabaya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 

melalui penelitian yang dilakukannya, di antaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tanah yang masih disewakan di 

Wonocolo Surabaya; 

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata terhadap praktik jual beli tanah yang masih disewakan di 

Wonocolo Surabaya. 

 

E. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka merupakan deskripsi mengenai penelitian terdahulu yang 

sudah pernah dilakukan.
10

 Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang ada dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti ini dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam penelitian ini guna membedakan dari penelitian kali ini 

                                                           
10

 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 26. 
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sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi baik dari segi materi, lokasi 

dan objek yang digunakan. 

       Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada praktik jual beli tanah yang 

masih disewakan dalam kesesuaian dengan Hukum Islam dan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Dalam penelusuran awal hingga saat ini, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis 

ajukan, di antaranya: 

1. Skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Siti Aminah Harahap dengan judul 

Hukum Jual Beli Tanah Yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya 

Menurut Mazhab Syafi’i. Skripsi ini menjelaskan tentang agen tanah di 

Desa Panyabungan Tonga yang melakukan penjualan tanah yang 

kepemilikannya belum sempurna.
11

 Persamaannya dengan penelitian ini 

ialah sama-sama menganalisis dengan Hukum Islam. Sementara 

perbedaannya dengan penelitian ini ialah penulis fokus pada praktik jual 

beli tanah yang masih disewakan di daerah Wonocolo Surabaya, bukan 

pada jual beli tanah yang dilakukan oleh agen. 

2. Skripsi tahun 2014 yang ditulis oleh Muhaimin dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di 

Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Dalam 

skripsi ini yang menjadi inti permasalahannya ialah objek jual beli tanah 

                                                           
11

 Siti Aminah Harahap, “Hukum Jual Beli Tanah Yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya 

Menurut Mazhab Syafi’i”, (Skripsi – UIN Sumatera Utara, Medan, 2017). 
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perhutani di yang ditemukan kejanggalan atas status kepemilikannya.
12

 

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan akad 

jual beli. Sementara perbedaannya dengan penelitian ini ialah penulis fokus 

pada praktik jual beli tanah yang masih disewakan di daerah Wonocolo 

Surabaya, bukan pada ketidakjelasan status kepemilikan objeknya. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

       Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun untuk 

pembaca.
13

 Di antaranya yaitu secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

        Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman dan pengembangan keilmuan mengenai jual beli 

tanah yang masih disewakan dan memecahkah permasalahan praktik jual 

beli tanah yang masih disewakan yang terjadi di Kecamatan Wonocolo, 

Surabaya. Selain itu dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya 

civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan 

harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 

                                                           
12

 Muhaimin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di 

Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap”, (Skripsi – UIN Kalijaga, Yogyakarta , 

2014). 
13

 Fakultas Syariah dan Hukum, Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis 

Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Ampel, 2017, 11. 
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pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

2. Secara Praktis 

       Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dijadikan bahan informasi 

bagi masyarakat supaya lebih memahami akad jual beli dan sewa-menyewa 

yang benar sesuai dengan pedoman Hukum Islam dan Hukum Perdata.  

 

G. Definisi Operasional 

       Semua konsep yang ada dalam penelitian harus dibuat batasan dalam 

istilah yang operasional. Dengan tujuan agar tidak ada makna ganda dari 

semua istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut.
14

 Untuk memahami 

beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memilih beberapa 

variabel yang bersifat operasional untuk diperjelas dalam memberi penegasan 

pada judul. Beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Hukum Islam, ialah aturan-aturan mengenai akad bay’ dan akad ija>rah yang 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis. 

2. Hukum Perdata, ialah tinjauan atau sudut pandang mengenai jual beli dan 

sewa-menyewa tanah yang berpacu berdasarkan hukum tertulis yakni Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

3. Jual beli tanah yang masih disewakan, ialah suatu perjanjian timbal balik 

antara penjual dan pembeli dengan berdasarkan kesepakatan antara kedua 

belah pihak, yang mana objek jual belinya adalah tanah yang masih 

                                                           
14

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Prenada media Group, 2011), 256. 
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disewakan tepatnya di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, 

Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. 

 

H. Metode Penelitian 

       Metode penelitian ialah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, 

menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.
15

 Metode 

penelitian adalah suatu tahapan yang mempunyai tujuan untuk bisa 

menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berbobot yang dapat 

memudahkan seseorang penulis dalam melakukan penelitian. Metode 

penelitian ini berkaitan sangat dengan teknik, prosedur, alat, serta desain 

penelitian yang digunakan.
16

 Agar mendapatkan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau 

tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.
17

 Penelitian  ini 

dilakukan untuk memperoleh data  yang valid dan terpercaya dengan cara 

mengamati langsung melalui pengambilan data hasil wawancara dengan 

pihak pemilik tanah dan penyewa tanah. Penelitian ini bersifat kualitatif, 

karena data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan terlebih dahulu, 

                                                           
15

 Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 20. 
16

 Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian  (Yogyakarta: Rineka, 1998), 10. 
17

 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80. 
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kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga akan mempermudah dalam 

penelitian pada permasalahan terkait jual beli tanah yang masih disewakan. 

2. Lokasi Penelitian 

       Yang menjadi lokasi dalam penelitian sebagai objek dari peneliti ini 

yaitu di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur 

Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. 

3. Data yang Dikumpulkan 

       Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian 

ini, data yang diperlukan dalam penelitian meliputi: 

a. Data Primer  

       Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

yang memerlukannya.
18

 Dalam penelitian ini data primer meliputi 

praktik, faktor yang melatarbelakangi, dan problematika jual beli tanah 

yang masih disewakan di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo, Surabaya. 

b. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari 

                                                           
18

 Etta Mamang Sungaji dan Sopiah, Metodologi penelitian  (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 

171. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

 
 

perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.
19

 

Data sekunder dalam penelitian ini berisi gambaran umum tentang profil 

Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. 

4. Sumber Data 

       Sumber data merupakan darimana data dapat diperoleh. Untuk 

memudahkan mengidentifikasikan data, maka penulis mengklasifikasikan 

menjadi dua sumber data, yaitu: 

a. Sumber  Data Primer 

       Yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data asli 

yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti (responden) 

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkret.
20

 Sumber data 

primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi 

penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung atau 

yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).
21

 Dalam hal ini data 

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik tanah 

(Bapak Hadi), penyewa tanah (Bapak Salamun) dan warga setempat 

(Bapak Saipul) yang berbatasan dengan objek tanah  yang disewakan di 

Wonocolo Surabaya. 

 

 

                                                           
19

 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

IKAPI, 2002),82. 
20

 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial  (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 

55. 
21

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

103. 
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b. Sumber Data Sekunder 

       Yang dimaksud dengan sumber data sekunder yaitu sumber data 

yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian 

dan sebagai pelengkap dari data primer.
22

 Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data sekunder di antaranya: 

1) Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, 2014. 

2) Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, 2008. 

3) Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, 2000. 

4) Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 2014. 

5) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 2004. 

6) Wiryo Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, 

1991. 

7) Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada 

Sektor Keuangan Syariah, 2017. 

8) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki, 1987. 

9) Hartono Soejopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli, 1994. 

10) R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

2004. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data ialah tahapan yang dilakukan penulis untuk 

mengungkapkan atau menangkap informasi data penelitian sesuai dengan 

                                                           
22

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian  (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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cakupan penelitian itu sendiri.
23

 Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

cara menemui sumber data. Oleh karena itu, menciptakan hubungan yang 

baik antara peneliti dengan sumber data ialah hal yang perlu diperhatikan 

saat melakukan pengumpulan data. Hal ini terkait dengan teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan 

dokumentasi, antara lain: 

a. Wawancara 

       Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).
24

 

Wawancara juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan pada responden.
25

 Adapun wawancara yang dilakukan terkait 

dengan penelitian ini yaitu dengan pemilik tanah atau sebagai penjual 

tanah dan dengan penyewa tanah yang dilakukan dengan cara mencatat 

serta merekam semua informasi yang diperoleh.  

b. Dokumentasi 

       Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik 

wawancara. Hasil penelitian akan lebih dipercaya jika didukung oleh 

                                                           
23

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 74. 
24

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2012), 317. 
25

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

39. 
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dokumen.
26

 Sedangkan dokumentasi merupakan suatu usaha untuk 

mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta 

terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk 

dokumen.
27

 Dokumentasi ini berupa data konkret mengenai jual beli 

tanah yang masih disewakan di Wonocolo Surabaya, yang dalam hal ini 

adalah dokumentasi berupa tanda bukti perjanjian sewa-menyewa dalam 

bentuk kwitansi serta bukti yang lainnya dan foto saat wawancara 

dengan narasumber secara langsung.  

6. Metode Analisis Data 

       Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yakni lebih memfokuskan pada analisis data yang sudah 

dihimpun dalam suatu penelitian kemudian bergerak ke arah pembentukan 

kesimpulan.
28

 Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan data tentang jual beli 

tanah yang masih disewakan secara sistematis dan sesuai fakta. Kemudian 

data tersebut yang telah tersusun secara sistematis dianalisis menggunakan 

ketentuan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

       Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam proses analisis ini adalah 

pola pikir induktif, yakni cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang 

bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data yang 

bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

                                                           
26

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

176.  
27

 Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Peneliatian  (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83. 
28

 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), 274. 
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dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dalam skripsi ini sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang merupakan transfer dari data khusus yang 

ada.
29

 Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang jual beli tanah yang 

masih disewakan terhadap kesesuaiannya dengan Hukum Islam 

menggunakan akad jual beli (bay’) dan sewa-menyewa (ija>rah) serta dengan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika penulisan pada umumnya berisi uraian singkat mengenai 

pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab dari skripsi, tesis, atau 

disertasi.
30

 Dalam rangka mempermudah pemahaman terkait permasalahan 

tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang 

sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi 

kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut: 

       Bab Pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian 

pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data, teknis analisis data dan sistematika 

pembahasan. 

                                                           
29

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi 
(Yogyakarta: Andi, 2004), 47. 
30

 Widodo, Metodologi Penelitian Populer & Praktis (Depok: Rajawali Pers, 2018), 39. 
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       Bab Kedua uraian tentang konsep mengenai akad jual beli (bay’) dan 

sewa-menyewa (ija>rah) dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dalam bab 

ini berisi uraian deskriptif mengenai kerangka teoritis terkait dengan konsep 

jual beli dan sewa-menyewa yang terbagi dalam beberapa sub bab. Sub bab 

pertama membahas tentang akad jual beli (bay’) dalam Hukum Islam yang 

meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam serta 

berakhirnya jual beli. Sub bab kedua membahas tentang akad sewa-menyewa 

(ija>rah) dalam Hukum Islam yang terdiri dari definisi, dasar hukum, syarat dan 

rukun, macam-macam serta berakhirnya sewa-menyewa. Sementara sub bab 

ketiga dan keempat membahas tentang konsep jual beli dan sewa-menyewa 

dalam Hukum Perdata. 

       Bab Ketiga berisi tentang praktik jual beli tanah yang masih disewakan di 

Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Dalam bab ini 

memuat gambaran umum tentang profil Kelurahan Jemur Wonosari, 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya yang berisi praktik jual beli tanah yang 

masih disewakan di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, 

Surabaya yang mencakup praktik, faktor yang melatarbelakangi, dan 

problematika jual beli tanah yang masih disewakan. 

       Bab Keempat yaitu Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata terhadap praktik jual beli tanah yang masih disewakan. Bab 

ini adalah bab mengenai analisis, karena penulis akan memaparkan serta 

menganalisa menggunakan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum 
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Perdata terhadap praktik jual beli tanah yang masih disewakan yakni 

menggunakan akad jual beli (bay’), akad sewa-menyewa (ija>rah),. 

       Bab Kelima yaitu penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan yang 

merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan yang berupa 

jawaban atas rumusan masalah, serta memuat saran yang membangun bagi 

para pembaca dan penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

21 

 

BAB II 

KONSEP JUAL BELI (BAY’) DAN SEWA-MENYEWA (IJA>RAH) DALAM 

HUKUM ISLAM SERTA HUKUM PERDATA 

 

A. Konsep Jual Beli (Bay’) dalam Hukum Islam 

1. Definisi Bay’ 

       Secara bahasa jual beli berasal dari kata bay’ yang berarti mengambil 

dan memberikan sesuatu, atau dalam Arab istilahnya yaitu : 

 مُقَا بَ لَةُ شَيْءِ بِشَيْءِ 
 

“Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”
1
 

 

       Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang saling berlawanan. 

Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan atau kegiatan dalam 

satu peristiwa yaitu ada pihak yang menjual dan ada pihak yang membeli, 

maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli. Sementara secara 

istilah jual beli merupakan transaksi tukar menukar yang memiliki dampak 

yaitu bertukarnya kepemilikan yang tidak akan sah bila tidak dilakukan 

dengan akad yang baik dan benar yang dilakukan secara tertulis maupun 

tidak tertulis. 

       Adapun menurut istilah terminologi yang dimaksud jual beli ialah: 

a. Jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar saling rela atau 

memindahkan hak milik kepada pembeli dengan adanya kompensasi 

tertentu yaitu berupa alat tukar yang sah yang harus sesuai dengan 

koridor Syariah.  

                                                           
1
 Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu’in, Terj. Abu Hiyadh (Surabaya: al-Hidayah, 2003), 193 
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b. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima dari 

padanya harta (harga) atas dasar kerelaan kedua belah pihak yaitu pihak 

penjual dan pembeli.
2
 

c. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang 

dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk 

mencari keuntungan.
3
 

       Inti dari jual beli yaitu terjadinya suatu proses tukar menukar barang 

atau benda yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik yang 

dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syara’. Dapat 

juga diartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang 

satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain 

mengikat diri untuk membayar harga barang tersebut dengan suka rela 

berdasarkan kesepakatan antara para pihak tanpa adanya pemaksaan. 

2. Dasar Hukum Bay’ 

       Dasar hukum jual beli adalah suatu aturan pasti yang menjadi landasan 

utama untuk melakukan suatu transaksi jual beli atau tukar menukar harta. 

Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli diisyaratkan sebagai 

kegiatan yang dibolehkan sesuai dengan syari’at Islam.  

باَحَةُ إِلََّ بِدَليِْل    اْلَأصْلُ فِ الشُّرُوْطِ فِ الْمُعَامَلَاتِ الِْْلُّ وَالِْْ
“Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil 

yang tidak membolehkannya”. 
4
  

 

                                                           
2
 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33. 

3
 Ibnu Mas’ud, Fiqih Mazhab Syafi’I (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 21. 

4
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2012), 6. 
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       Landasan tentang jual beli terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. 

Berikut ini adalah dasar hukum jual beli di antaranya yaitu :  

a. Firman Allah Swt. QS. An-Na>hl ayat 91, yang berbunyi: 

ا  هَ يدِ وكِْ دَ تَ  عْ  َ نَ ب اَ وا الْأَيْْ ضُ قُ نْ   َ تُُْ وَلََ ت دْ اهَ ا عَ ذَ دِ اللَّهِ إِ هْ عَ وا بِ وْفُ وَأَ
ونَ  لُ عَ فْ  َ ا ت مُ مَ لَ عْ  َ نَّ اللَّهَ ي ۚ ْ إِ يلًا  فِ مْ كَ كُ يْ لَ مُ اللَّهَ عَ تُ لْ عَ دْ جَ  وَقَ

“dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji 

dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, 

sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). 

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.
5
 

 

       Ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia harus menepati 

perjanjian yang telah dilakukan dengan Allah Swt. dan manusia 

berupa perjanjian, akad, jual beli, dan lain-lain sebab telah 

menjadikan Allah Swt. sebagai saksi agar menepatinya dan Allah 

Swt. mengetahui apa yang kita perbuat terhadap janji-janji tersebut. 

b. H.R Ahmad dari Rafi’ bin Khadij, yang berbunyi: 

رُوْر    قِيْلَ ياَ رَسُوْلَ الِله أَيُّ الْكَسْبِ أطَْيَبُ قاَلَ عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُ بَ يْع  مَب ْ
“Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau 

menjawab, Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan 

setiap perniagaan yang baik”.
6
  

 

       Usaha tangan manusia sendiri maksudnya ialah pekerjaan yang 

dilakukan dengan seseorang tanpa meminta-minta atau pekerjaan 

dari hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara jual beli yang baik ialah 

jual beli yang bersih dari penipuan dan kecurangan. 

 
                                                           
5
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: 

Toha Putra Semarang, 1996), 221. 
6
Sunan Ahmad, Ensiklopedi Hadis - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 16628 

versi Al-Alamiyah. 
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3. Rukun dan Syarat Bay’ 

       Dalam melakukan akad jual beli, pihak pembeli dan pejual harus 

mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam aturan hukum Islam. Yang 

dimaksud dengan rukun dan syarat dalam jual beli ialah ketentuan-

ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah 

menurut syara’  dan tidak melanggar aturan Hukum Islam.
7
 

       Jumhur ulama menetapkan ada empat rukun dalam melakukan 

transaksi jual beli yaitu: para pihak yang bertransaksi, sighat, nilai tukar 

pengganti barang (harga), dan barang yang diperjualbelikan.
8
 

a. Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), disyaratkan: 

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. 

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang 

gila maka tidak sah. 

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena 

tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia 

menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.
9
 

b. Sighat (Ijab dan Kabul), disyaratkan: 

1) Diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal; 

2) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang saling 

mereka tukarkan berupa barang yang akan dijual dan harga barang 

                                                           
7
 Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50. 

8
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29. 

9
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26. 
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yang akan dibeli. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat 

maka (akad) jual beli dinyatakan tidak sah; 

3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli hadir di tempat yang sama dan 

membicarakan tentang barang atau benda yang akan diperjualbelikan 

tersebut.
10

 

c. Nilai Tukar Pengganti Barang (harga)  

       Dalam melakukan transaksi jual beli, nilai tukar dapat dikatakan 

salah satu bagian yang terpenting karena kesepakatan harga hanya 

terjadi pada saat akad, yakni sesuatu yang saling merelakan antara 

penjual dan pembeli dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau 

sama dengan nilai atau harga barang. 

       Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat dalam menentukan 

harga (ath-thaman) adalah sebagai berikut:  

1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas nominalnya. 

2) Proses pertukaran nilai barang dengan sejumlah harga diserahkan 

pada saat akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan 

cek dan kartu kredit dibolehkan. 

3) Apabila harga barang dibayar dikemudian hari atau berhutang maka 

waktu pembayarannya harus jelas.
11

 

d. Barang yang diperjualbelikan, disyaratkan: 

                                                           
10

 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 73. 
11

 Haroen, Fiqih Muamalah…, 119. 
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1) Suci atau bersih barangnya, yang artinya objek atau barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan barang najis 

atau barang yang diharamkan oleh syara’. Barang yang diharamkan 

yaitu seperti minuman keras, bangkai, dan babi.
12

 

2) Dapat diketahui barangnya, yang berarti barang dapat diketahui oleh 

kedua belah pihak, yaitu mengenai bentuk, kualitas, sifat, jenis, 

jumlah dan takaran barang. Apabila saat melakukan transaksi 

keadaan barang atau jumlah harganya tidak diketahui, maka 

perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung 

unsur penipuan (gharar). Oleh karena itu, penjual harus menerangkan 

terlebih dahulu tentang barang yang hendak diperjualbelikan.   

3) Dapat dimanfaatkan, yang berarti kemanfaatan barang tersebut sesuai 

dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan kaidah 

atau ajaran agama. Contohnya, Imam Syafi‟i menyatakan bahwa 

setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti 

burung rajawali dan beberapa jenis burung lain yang tidak dapat 

diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh 

diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya.  

4) Barang yang ditransaksikan ada di tangan, maksudnya yaitu bahwa 

benda yang di akad harus telah wujud pada saat akad diadakan 

penjualan atas barang, sedangkan objek yang tidak berada dalam 

penguasaan tangan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan 

                                                           
12

 Ibid. 
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kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana 

perjanjian.
13

 

5) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya ialah orang yang 

melakukan proses transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik 

sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan kuasa 

dari pemilik sah barang tersebut.
14

  

6) Dapat diserahkan, yang berarti penjual sebagai pemilik maupun 

sebagai kuasa dapat menyerahkan benda yang dijadikannya sebagai 

objek jual beli sesuai dengan apa yang telah  diperjanjikan  pada saat 

melakukan akad penyerahan benda tersebut kepada pembeli. 

4. Berakhirnya Akad Bay’ 

       Pada konsep hukum Islam suatu akad jual beli akan berakhir ketika 

perjanjian tersebut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah 

berakhir. Dalam hal ini ulama fiqih menilai bahwa akad atau perjanjian jual 

beli akan berakhir apabila: 

a. Telah jatuh tempo atau sudah berakhirnya masa berlaku perjanjian yang 

telah disepakati, apabila perjanjian atau akad jual beli tersebut memiliki 

batas waktu.  

b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad (fasakh), apabila akad tersebut 

bersifat tidak mengikat. 

                                                           
13

 Ibid., 47. 
14

 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

144. 
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c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad tersebut bisa dianggap 

berakhir jika: 

1) Akad jual beli itu fasi>d atau disebabkan karena ada unsur kecurangan 

dalam arti tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli. 

2) Penerapan syarat khiya>r aib, yaitu adanya hak untuk membatalkan 

perjanjian karena sesudah perjanjian tersebut terdapat kecacatan pada 

objek yang dijualbelikan, atau penerapan khiya>r ru’yah, yaitu adanya 

hak memilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan 

suatu akad transaksi jual beli terhadap objek yang belum pernah 

dilihat. 

3) Sudah tercapainya suatu tujuan akad jual beli secara sempurna.  

d. Salah satu dari para pihak yang terlibat dalam akad jual beli meninggal 

dunia.
15

 

 

B. Konsep Sewa-menyewa (Ija>rah) dalam Hukum Islam 

1. Definisi Ija>rah 

       Menurut pandangan Sayyid Sabiq, Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang 

berarti al-‘iwa>dhu’ (ganti). Dari sebab itu, al-sawa>b (pahala) dinamai al-

ajru (upah)
16

. Secara bahasa adalah bay’ manfa’ah (menjual manfaat).
17

 

Secara etimologi al-Ija>rah berasal dari kata al-ujrah yang berarti al-iwa>d 

                                                           
15

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

28. 
16

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 

7. 
17

 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167. 
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(ganti), dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan  sebagai upah atas 

suatu perbuatan.
18

  

       Menurut pengertian syara’, ija>rah ialah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ketika akad sewa-menyewa 

telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Orang yang 

menyewakan berhak untuk mendapat upah, karena akad ini termasuk akad 

mu’awa>d{ah (penggantian).
19

 

       Dari beberapa pendapat dan definisi tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ija>rah merupakan akad atau transaksi sewa-menyewa 

suatu barang, dalam hal ini barang atau jasa yang disewa tidak berkurang 

sama sekali, dengan kata lain terjadinya sewa-menyewa yang berpindah 

tangan hanyalah manfaat dari barang atau jasa yang disewakan tersebut 

dalam waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak yang 

ditandai dengan adanya upah yaitu melakukan pembayaran sewa tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

       Para ulama berpendapat bahwa yang menjadi dasar atau landasan 

diperbolehkannya akad ija>rah atau sewa-menyewa  yaitu : 

a. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Qashash : 26, yang berbunyi: 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيُّ الََْمِيُْ   ۚ ْقاَلَتْ اِحْدَاهُُاَ يآَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ   اِنَّ خَي ْ
“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 

                                                           
18

 Muhamad Shalih al-Munajjid, Intisari Fikih Islami (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 

159. 
19

 Sabiq, Fiqih Sunnah terjemah Kamaluddin…, 8. 
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sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 

dipercaya”.
20

 
 

       Ayat di atas menerangkan bahwa sewa-menyewa telah disyariatkan 

dan dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang bahwa orang 

yang baik di sewa atau di jadikan pekerja yaitu orang yang kuat fisik 

maupun akal. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa-menyewa atau 

mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah 

dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan di 

embannya. 

b. Hadis Riwayat Abu Daud, yang berbunyi: 

ثَ نَا  أنََّهُ  قَ يْس   بْنِ  حَنْظلََةَ  عَنْ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  أَبِ  بْنِ  رَبيِعَةَ  عَنْ  مَالِك   عَنْ  سَعِيد   بْنُ  قُ تَ يْبَةُ  حَدَّ
 عَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  نَ هَى فَ قَالَ  الْأَرْضِ  كِراَءِ  عَنْ  خَدِيج   بْنَ  راَفِعَ  سَأَلَ 
بِهِ  بأَْسَ  فَلَا  وَالْوَرقِِ  باِلذَّهَبِ  أمََّا فَ قَالَ  وَالْوَرقِِ  أبَاِلذَّهَبِ  فَ قَالَ  الْأَرْضِ  كِراَءِ   

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik 

dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais bahwa 

ia bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah. 

Kemudian ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 

melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzhalah berkata; 

apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi' 

berkata; adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak 

mengapa”.
21

 
 

3. Rukun dan Syarat Ija>rah 

       Sebagai salah satu transaksi yang umum, ija>rah baru dianggap sah jika 

terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum 

                                                           
20

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya…, 310. 
21

 Sunan Abu Daud, Ensiklopedi Hadis - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows, Hadis shahih No. 2945 

versi Al-Alamiyah. 
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dalam transaksi lainnya. Berikut akan diuraikan rukun dan syarat dari ija>rah 

di antaranya yaitu: 

a. Dua orang yang berakad (mu’jir dan musta’jir) disyaratkan: 

1) Berakal dan mumayyiz namun tidak disyaratkan balig}. Ini berarti 

para pihak yang terlibat dalam akad ija>rah harus sudah cakap 

bertindak hukum, sehingga semua perbuatannya dapat 

dipertanggungjawabkan, tetapi tidak dibenarkan juga mempekerjakan 

orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz dan orang yang tidak 

berakal. 

2) ‘An-tara>d}in, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. 

Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa-

menyewa karena paksaan oleh satu pihak ataupun dari pihak lain.
 22

 

b. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan: 

1) Objek yang disewakan dapat diserah terimakan baik manfaat maupun 

bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat 

diserahterimakan.  

2) Manfaat dari objek yang di ija>rahkan harus sesuatu yang dibolehkan 

agama seperti menyewa rumah untuk di tempati. Atas dasar itu, para 

fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan ija>rah terhadap 

perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan 

ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya 

yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Serta manfaat dari objek 

                                                           
22

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131.  
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yang akan di ija>rahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat 

dihindari. 

3) Jelas ukuran dan batas waktu ija>rah agar terhindar dari perselisihan.
23

 

c. Sighat (ucapan), disyaratkan: 

       Menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dapat 

dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa. 

d. Upah atau imbalan, disyaratkan: 

1) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai 

dengan adat kebiasaan setempat. 

2) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, 

misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah 

dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
24

  

4. Berakhirnya Akad Ija>rah 

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang 

tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah 

tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya 

berhenti. 

b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ija>rah tersebut. Misalnya 

seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh 

sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak 

dapat mengambil apa yang di inginkan dari akan ija>rah. 

                                                           
23

 Ibid., 132.  
24

 Sabiq, Fiqih Sunnah terjemah Kamaluddin…, 11.  
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c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa 

atau terlihat aib lama padanya. 

d. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alayh), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi 

sesudah rusaknya (barang).
25

 

e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau 

berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah fasakh. Seperti 

jika masa ija>rah tanah pertanian telah berakhir sebeleum tanaman 

dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai 

diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu 

dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 

f. Para ulama membolehkan memfasakh ija>rah, karena adanya uzur 

sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko 

untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri, dirampas atau 

bangkrut, maka ia berhak memfasakh ija>rah. 

 

C. Konsep Jual Beli dalam Hukum Perdata  

1. Definisi Jual Beli 

       Definisi jual beli menurut R. Subekti dalam Aneka Perjanjian 

menjelaskan bahwa jual beli menurut Hukum Perdata ialah suatu perjanjian 

yang bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk 

                                                           
25

 Muslich, Fikih Muamalah…, 482. 
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menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya 

(pembeli) berjanji untuk membayar harga sejumlah uang sebagai imbalan 

dari perolehan hak milik atas barang tersebut.
26

 

       Kemudian menurut pendapat Hartono Soerjopratikno, SH, menyatakan 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak 

mengikatkan diri untuk membayar harga yang di sepakati bersama.
27

 

Dalam Hukum Perdata jual beli mensyaratkan kesepakatan antara penjual 

dan pembeli baik dalam benda yang diperjual belikan maupun harga benda 

tersebut.  

       Maka kesimpulannya menurut Hukum Perdata bahwa jual beli cukup 

dengan tercapainya kata sepakat atau disebut dengan asas konsensualisme, 

yang berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan. Dengan kata 

lain bahwa jual beli itu telah terjadi pada saat pembeli sepakat mengenai 

barang yang akan dibeli dan penjual sepakat mengenai harga baru 

kemudian dari perjanjian itu akan timbul suatu kewajiban bagi para pihak 

yakni pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli 

berkewajiban membayar harga pembelian.  

2. Dasar Hukum Jual Beli 

       Dasar Hukum Perdata mengenai jual beli terdapat dalam bab lima buku 

ke tiga dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 

berbunyi:  

                                                           
26

 R. Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan VII (Bandung: Alumni, 1985), 1. 
27

 Hartono Soejopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli  (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), 1. 
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“Jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana 

satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan 

pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan”.
28

 
 

       Kemudian terdapat dalam pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, yang berbunyi:  

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah 

orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta 

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar”.
29

 
 

       Dari uraian dasar Hukum Perdata tentang jual beli menjelaskan bahwa 

hukum jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan di antara kedua 

belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli. 

3. Syarat Jual Beli 

       Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang dimana jual beli merupakan salah 

satu jenis perjanjian. Maka syarat jual beli di antaranya yaitu:  

a. Adanya subyek jual beli 

       Pengertian subyek jual beli yaitu masing-masing pihak yang 

bertindak dalam melakukan jual beli, yaitu pihak yang berkedudukan 

sebagai penjual (yang menyerahkan barang) dan pihak pembeli (yang 

membayar harga pembelian). Dengan ketentuan subyek jual beli harus 

cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dalam arti mereka mampu 

melaksanakan perbuatan hukum, subyek jual beli harus dewasa yang 

                                                           
28

 R Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 2004), 366. 
29

 Ibid., 366. 
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dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 ukuran 

kedewasaan yakni umur 21, subyek jual beli harus sehat pikirannya dan 

tidak dilarang atau dibatasi dalam hal melakukan hukum yang sah.
30

 

b. Adanya objek jual beli 

       Pengertian objek jual beli yaitu benda atau barang yang akan  

diperjualbelikan. Menurut Hukum Perdata, barang tersebut 

diklasifikasikan menjadi tiga, di antaranya yang pertama yaitu barang 

bergerak misalnya mobil, motor, handphone dan lain lain, yang kedua 

yaitu barang tidak bergerak misalnya tanah, rumah dan yang ketiga 

yaitu barang yang tak bertubuh misalnya kartu kredit, wesel atau 

pituang. Karena pada dasarnya barang merupakan hal yang penting 

dalam melakukan jual beli, maka jika barang itu tidak ada, jual beli 

itupun dianggap tidak terjadi atau tidak sah.
31

 

c. Adanya kesepakatan  

       Adanya suatu kesepakatan atau konsesus pada para pihak. Yang 

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para 

pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur 

pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat 

juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak 

sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian 

                                                           
30

 Wiryo Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu (Bandung: Sumur, 1991), 

20. 
31

 Ibid., 23. 
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yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu 

yang sama secara timbal balik. 

 

D. Konsep Sewa-menyewa dalam Hukum Perdata 

1. Definisi Sewa-menyewa 

       Sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan antara pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau 

pemiliknya menyerahkan barang atau benda yang hendak disewakan 

kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (Volledige Genot).32
 

Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa hanya mendapatkan 

kemanfaatan dari barang atau benda yang disewa dengan jangka waktu 

tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak yang menyewakan, yang dibuat 

pada saat perjanjian sewa-menyewa berlangsung. Kemudian penyewa harus 

memberikan kompensasi terhadap barang yang disewakan yaitu dengan 

harga yang sudah disepakati. 

       Menurut R.Subekti bahwa sewa-menyewa sama halnya seperti jual beli 

dan perjanjian-perjanjian yang lain pada umumnya, yaitu suatu perjanjian 

konsensual, yang artinya perjanjian tersebut sifatnya mengikat pada saat 

tercapainya kata sepakat yakni mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu 

barang dan harga.
33

 Maka dalam perjanjian sewa-meyewa mewajibkan 

kepada pihak yang menyewakan atau pemilik untuk menyerahkan barang 

yang dimana guna dinikmati oleh pihak penyewa. Sedangkan kewajiban 

                                                           
32

 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), 220. 
33

 R. Subekti, Aneka Perjanjian…, 41. 
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pihak penyewa yaitu membayar sejumlah harga sewa. Jadi barang yang 

diserahkan kepada penyewa tidak untuk dimiliki sepenuhnya sebagaimana 

dalam perjanjian jual beli, akan tetapi hanya sekedar untuk dipakai dan 

dinikmati kegunaannya atau manfaatnya, dengan demikian maka 

penyerahan hanya bersifat meyerahkan kemanfaatan atas barang yang 

disewa tersebut. 

2. Dasar Hukum Perdata Sewa-menyewa 

       Mengenai dasar hukum sewa-menyewa terdapat dalam pasal 1548 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: 

“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada 

pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga 

yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.
34

 
 

       Maksudnya dari pasal itu ialah sewa-menyewa diperbolehkan apabila 

kedua belah pihak memenuhi suatu persetujuan yang mengikat antara 

keduanya, yang mana pihak yang menyewakan memberikan kenikmatan 

suatu barang, sedangkan pihak penyewa membayar harga sewa barang 

tersebut yang sudah disepakati bersama. 

       Untuk dasar Hukum mengenai kesepakatan sewa-menyewa telah 

dielaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1570, yang 

berbunyi: 

 “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, 

apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu 

pemberitahuan penghentiannya”.
35

 

 

                                                           
34

 Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata…, 381. 
35

  Ibid., 385. 
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       Kesepakatan mengenai berakhirnya masa sewa-menyewa jika 

perjanjian tersebut sudah dibuat hitam di atas putih atau berupa suatu 

perjanjian tertulis maka berakhirnya masa sewa-menyewa harus sesuai 

dengan kesepakatan tersebut tanpa harus ada pemberitahuan. 

3. Syarat Sewa-menyewa 

       Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan 

bahwa suatu perjanjian dapat diatakan sah jika memenuhi syarat, 

diperlukan adanya empat syarat, di antaranya yaitu: 

a. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

b. Sepakat mereka mengikatkan dirinya. 

c. Suatu hal tertentu yakni harus jelas objeknya atau perjanjiannya. 

d. Suatu sebab (oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang.
36

 

       Kemudian dalam Pasal 1548 buku ke III tentang perikatan, juga 

dijelaskan syarat sewa-menyewa, di antaranya yaitu: 

a. Adanya suatu barang (benda yang berwujud) yang diserahkan dari pihak 

yang menyewakan kepada pihak penyewa. 

b. Adanya suatu waktu yakni adanya tenggang atau batas waktu dalam 

persetujuan sewa-menyewa. 

c. Adanya pembayaran dengan suatu harga berupa uang, barang atau jasa.
37

                                                           
36

 Ibid., 339. 
37

 Ibid., 381. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI TANAH YANG MASIH DISEWAKAN DI 

KELURAHAN JEMUR WONOSARI, KECAMATAN WONOCOLO, 

SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum Tentang Profil Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo 

 

       Pada umumnya keadaan dan kondisi wilayah di suatu daerah itu sangat 

menentukan terhadap sifat dan watak dari masyarakat yang tinggal pada 

daerah tersebut. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Jemur 

Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi terhadap pola pikir manusia dalam melakukan suatu kegiatan 

bermuamalah. Di antaranya yaitu : 

1. Letak Geografis 

       Jemur Wonosari adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 

164,321 Ha. Daerah ini letak wilahnya srategis karena berada di tengah-

tengah dan jaraknya sangat dekat dengan kantor Kecamatan Wonocolo 

yakni kurang dari 1 km. Batas wilayah Kelurahan Jemur Wonosari yakni: 

Sebelah Utara : Kelurahan Margorejo 

Sebelah Timur  : Kelurahan Kendangsari 

Sebelah Selatan : Kelurahan Siwalankerto 

Sebelah Barat : Kelurahan Ketintang
1
 

                                                           
1
 Data Monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Tahun 2020. 
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       Adapun kondisi geografis di Kelurahan Jemur Wonosari dapat di lihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Kondisi Geografis 

No. Kondisi Geografis Keterangan 

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter 

2. Banyaknya curah hujan 279 mm/tahun 

3. Topografi Rendah 

4. Suhu udara rata-rata 32 – 36 Celcius 

          

Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

       Dilihat dari letak wilayah Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo, Surabaya yang strategis dan berada di tengah-tengah pusat 

kota, membuat semua orang berbondong-bondong untuk memiliki tanah di 

wilayah tersebut. Termasuk dalam kasus ini, betapa mudahnya Bapak Hadi 

selaku pemilik tanah untuk menjual sebidang tanahnya dengan waktu yang 

singkat ketika ia membutuhkan uang.     

2. Keadaan Penduduk 

       Penduduk yang tinggal di Kelurahan Jemur Wonosari jumlahnya 

terbilang begitu banyak, karena disamping letak wilayah yang strategis, 

ada beberapa faktor yang membuat jumlah penduduk di wilayah ini 

menjadi padat, di antaranya yaitu faktor banyaknya pendatang dari wilayah 
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lain, faktor tuntutan pendidikan, dan faktor pekerjaan.
2
 Berikut penulis 

akan sajikan data dalam bentuk tabel mengenai kependudukan:  

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk  

No. Keterangan Jumlah 

1. Laki-laki 11.468  Orang 

2. Prempuan 11.613  Orang 

3. Jumlah keseluruhan 23.081 Orang 

4. Jumlah kepala keluarga 7.067 Kepala keluarga 
         

         Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

       Padatnya jumlah penduduk di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo, Surabaya ini membuktikan bahwa wilayah tersebut memang 

strategis sehingga siapapun ingin bertempat tinggal di wilayah tersebut. 

Kepadatan penduduk ini berdampak pada semakin ketersediaan tanah yang 

ada. Semakin banyaknya keluarga yang memilih tinggal di wilayah 

tersebut, semakin habis pula ketersediaan tanah yang ada di wilayah 

tersebut.
3
 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No,  Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. 
Pendidikan 

formal 

Taman kanak-kanak 410 orang 

Sekolah dasar 1.074 orang 

SMP/SLTP 3.027 orang 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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SMU/SLTA 4.830 orang 

Akademi (D1-D3) 1.439 orang 

Sarjana (S1-S2) 1.075 orang 

2. 
Pendidikan non 

formal 

Pondok pesantren 361 orang 

Madrasah  - 

Pendidikan keagamaan 171 orang 

Sekolah luar biasa - 

Kursus keterampilan 1 orang 
 

         Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

       Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Kelurahan Jemur 

Wonosari ini terpaut paling banyak menduduki tingkat pendidikan 

SMU/SLTA dengan jumlah 4.830 orang.
4
 Tingkat pendidikan ini akan 

mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuatu. Rendahnya tingkat 

pendidikan seseorang akan membuat orang tersebut semena-mena untuk 

berbuat sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Orang yang 

berpendidikan pasti paham akan perjanjian yang telah ia lakukan dan ia 

tidak akan berlaku curang maupun tidak adil terhadap perjanjian yang telah 

dibuat. 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. Karyawan  Pegawai negeri sipil 427 orang 

                                                           
4
 Data Monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Tahun 2020. 
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TNI 331 orang 

Polri 141 orang 

Swasta 6.602 orang 

2. Pensiunan / Purnawirawan 751 orang 

3. Wiraswasta  1.152 orang 

4. Petani / peternak - 

5. Pelajar / mahasiswa  1.445 orang 

6. Buruh tani - 

7. Pedagang  934 orang 

8. Nelayan  - 

9 Belum bekerja  277 orang 
 

         Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

        Terkait pekerjaan penduduk di Kelurahan Jemur Wonosari, 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya, akan berpengaruh pada tingkat ekonomi 

penduduk setempat, yang mana tingkat ekonomi tersebut akan berpengaruh 

dalam segala bentuk transaksi seperti jual beli maupun sewa-menyewa 

tanah. Seperti dalam kasus ini, rendahnya ekonomi Bapak Salamun 

membuatnya tidak bisa berkutik ketika tanah yang ia sewa dari Bapak Hadi 

dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya. Sebagai orang kecil, ia 

hanya bisa pasrah dan menerima hal tersebut.  

3. Keadaan Keagamaan  

       Keadaan penduduk Kelurahan Jemur Wonosari dari segi keagamaan 

tergolong lebih taat dalam menjalankannya, mereka mayoritas memeluk 
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agama Islam. Bahkan ada banyak tokoh agama Islam yang berasal dari 

Kelurahan Jemur Wonosari yang namanya sudah termashur di tingkat lokal 

maupun Nasional.
5
 Berikut penulis akan sajikan data dalam bentuk tabel 

mengenai keagamaan. 

Tabel 3.5 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

 

No.  
Nama Agama  Jumlah  

1. Islam 18.855 orang 

2. Kristen 1.177 orang 

3. Katholik 1.352 orang 

4. Hindu 370 orang 

5. Budha 374 orang 
 

         Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

       Penduduk Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, 

Surabaya mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini, agama tentu menjadi 

faktor utama seseorang untuk bertindak dan berperilaku. Orang muslim 

tentu akan lebih paham dan taat aturan di segala bidang sebab dalam 

agama Islam telah diatur bagaimana cara yang baik untuk berperilaku 

termasuk juga dalam hal bermuamalah. Dalam Hukum Islam telah diatur 

akad jual beli dan sewa-menyewa sehingga dalam melakukan akad, kita 

akan diajarkan cara bertransaksi yang baik dan benar serta hal-hal apa saja 

yang dilarang. 

 

                                                           
5
 Yuli (Kesekretariatan Kelurahan Jemur Wonosari), Wawancara, Jemur Wonosari, 31 Mei 2020. 
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4. Status Pertanahan 

       Padatnya penduduk di Kelurahan Jemur Wonosari tidak terlepas dari 

banyaknya pendatang dari wilayah lain, hal ini dapat mempengaruhi 

terhadap tanah yang akan didirikan bangunan tempat tinggal semakin 

penuh dan harga jual beli tanah juga semakin mahal.
6
 Maka banyak cara 

yang dilakukan oleh para pendatang untuk bisa tinggal di wilayah 

Kelurahan Jemur Wonosari, salah satunya yaitu dengan melakukan sewa-

menyewa tanah untuk didirikan bangunan rumah diatasnya. Berikut penulis 

akan sajikan data mengenai pertanahan dalam bentuk tabel. 

Tabel 3.6 

Luas Tanah Menurut Penggunaan 

No. Penggunaan Luas wilayah 

1. Perumahan 67.350 ha/m
2 

2. Perdagangan 6.558 ha/m
2
 

3. Perkantoran 3.678 ha/m
2
 

4. Industri     -     ha/m
2
 

5. Fasilitas Umum 2.005 ha/m
2
 

6. Lain-lain 1.547 ha/m
2 

 

         Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

       Terbukti dari data yang ada, luasnya tanah yang ada di Kelurahan 

Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya paling banyak digunakan 

untuk perumahan. Karena wilayahnya yang strategis, maka semua orang 

akan memilih untuk bertempat tinggal dan memiliki rumah di wilayah 

                                                           
6
 Ibid. 
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tersebut. Sama halnya dalam kasus ini dimana penyewa tanah yang 

bernama Bapak Salamnun yang menyewa tanah milik Bapak Hadi untuk 

dibangun rumah diatas tanah tersebut.  

Tabel 3.7 

Status Pertanahan 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

S

Sumber : data monografi dari Kelurahan Jemur Wonosari Tahun 2020 

 

       Status pertanahan dalam hal ini terkait dengan objek penelitian yang 

penulis lakukan dimana tanah yang penulis teliti ini merupakan tanah milik 

Bapak Hadi yang bersertifikat Hak milik.
7
 Status kepemilikan memang 

masih berada di tangan Bapak Hadi, namun disamping hal itu masih ada 

hak Bapak Salamun selaku penyewa tanah tersebut sehingga tidak 

diperbolehkan Bapak Hadi mengalihkan status kepemilikan tanah tersebut 

tanpa seizing Bapak Salamun sebab masa sewa belum berakhir. 

 

                                                           
7
 Hadi (Pemilik Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 13 Mei 2020. 

No.  Status pertanahan Luas bidang 

1. Sertifikat hak milik 38.538 ha/m
2 

2. Sertifikat hak guna usaha - 

3. Sertifikat hak guna bangunan 61.997 ha/m2 

4. Serifikat hak pakai - 

5. Milik adat / tanah yayasan 59.105 ha/m2 

6. Hak verponding Indonesia - 

7.  Tanah Negara - 

8. Bekas tanah kas desa 3.732 ha/m2 
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B. Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan di Kelurahan Jemur Wonosari, 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya 

 

1. Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

       Sebelum membahas praktik jual beli tanah yang masih disewakan yang 

terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur 

Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya ini, maka dapat dikemukakan 

sedikit mengenai pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu proses tukar 

menukar barang atau benda yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan 

milik yang dilakukan dengan berbagai cara tertentu yang dibolehkan oleh 

syara’.8 

       Berdasarkan kasus yang terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 

05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, 

awal mulanya pemilik tanah yang bernama Bapak Hadi menyewakan 

tanahnya kepada Bapak Salamun dengan ukuran panjang x lebar = 12 meter 

x 4 meter dengan jangka waktu selama lima tahun terhitung dari tahun 

2017 sampai tahun 2022. Tanah tersebut disewakan kepada Bapak Salamun 

dengan harga sewa Rp. 2.000.000 per tahun sehingga total biaya sewa 

selama lima tahun menjadi Rp 10.000.000 yang harus dibayar secara 

kontan pada awal akad sewa terjadi. 

       Sewa-menyewa tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian 

sewa-menyewa dan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi akad 

sewa-menyewa tanah antara Bapak Hadi dan Bapak Salamun. Tanah yang 

                                                           
8
Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam…, 33. 
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telah disewa dari Bapak Hadi kemudian didirikan sebuah bangunan di 

atasnya yang kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal Bapak Salamun 

beserta keluarga. 

       Setelah masa sewa berjalan selama dua tahun yakni pada pertengahan 

tahun 2019, Bapak Hadi menjual tanah yang disewa oleh Bapak Salamun 

tanpa sepengetahuan dan izin dari Bapak Salamun sebagai penyewa tanah. 

Tanpa berfikir ulang dan resiko apa yang akan terjadi, Bapak Hadi telah 

menjual tanah tersebut kepada orang lain seharga Rp. 250.000.000 dengan 

alasan sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar dan waktu yang 

singkat. Padahal diatas tanah tersebut masih ada hak Bapak Salamun sebab 

jangka waktu sewa tanah tersebut belum berakhir. 

        Berdasarkan pengakuan Bapak Salamun, dalam sewa-menyewa 

tersebut, tidak pernah ada perjanjian sebelumnya bahwa jika ada pihak lain 

yang akan membeli tanah Bapak Hadi tersebut selama masa sewa 

berlangsung, maka akad sewanya berakhir.
9
 Dalam hal ini, tentu Bapak 

Salamun merasa dirugikan sebab akad sewa-menyewa yang terjadi telah 

diputus secara sepihak oleh Bapak Hadi. 

       Pun dalam waktu yang singkat setelah pengakuan Bapak Hadi yang 

telah menjual tanahnya kepada pembeli tanah yang bernama Bapak Benu, 

Bapak Salamun harus dengan segera meninggalkan tanah tersebut.
10

 

Berdasarkan pengakuan Bapak Benu, beliau menginginkan serah terima 

kepemilikan tanah tersebut dilakukan dengan segera setelah Bapak Hadi 

                                                           
9
 Salamun (Penyewa Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 10 Mei 2020. 

10
 Hadi (Pemilik Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 13 Mei 2020. 
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memberitahukan kepada Bapak Salamun selaku pihak penyewa bahwa 

tanah tersebut akan dijual dan pihak penyewa diminta untuk 

mengosongkan tanah tersebut.
11

 

       Setelah serah terima jual beli tersebut terjadi, dalam waktu satu 

minggu kemudian Bapak Salamun beserta keluarga meninggalkan rumah 

atau bangunan yang ada diatas tanah milik Bapak Hadi yang kemudian 

bangunan tersebut dihancurkan. Meskipun Bapak Hadi memberikan ganti 

kerugian berupa perpindahan tanah ke tempat lain yang masih milik Bapak 

Hadi, namun tanah tersebut tidak sepadan dan tidak sesuai dengan ukuran 

tanah yang telah disewa sebelumnya. 

       Dengan tanah yang berukuran panjang x lebar = 5 meter x 6 meter dan 

harga Rp 10.000.000 yang telah dibayarkan secara kontan diawal, serta 

dengan kondisi tanah yang masih belum layak untuk didirikan bangunan 

diatasnya, Bapak Salamun juga harus mengeluarkan biaya lagi untuk 

mendirikan bangunan baru sebagai tempat tinggalnya. Tidak tinggal diam, 

warga setempat pun turut bergotong-royong membantu membangun rumah 

baru untuk Bapak Salamun. Dalam hal ini, tentu Bapak Salamun merasa 

adanya ketidakadilan, namun sebagai orang kecil dan tidak merasa 

berkuasa atas tanah tersebut, maka Bapak Salamun memilih untuk 

menerima dan mengikhlaskan apa yang terjadi.
12

 

 

 

                                                           
11

 Benu (Pembeli Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 20 Mei 2020. 
12

 Saipul (Warga Setempat), Wawancara, Jemur Wonosari, 31 Mei 2020. 
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2. Faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

       Setiap suatu permasalahan itu pasti ada faktor yang melatarbelakangi, 

begitupun dengan permasalahan kasus jual beli tanah yang masih 

disewakan ini. Faktor latar belakang permasalahan dalam kasus ini sangat 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan mengapa tanah yang 

disewakan kepada Bapak Salamun secara tiba-tiba dijual oleh pemilik 

tanah yakni Bapak Hadi kepada pihak lain yakni bernama Bapak Benu 

tanpa mempertimbangkan pada akad sewa-menyewa yang sudah dibuat 

sebelumnya dan sudah disepakati bersama .  

       Berdasarkan pengakuan pihak yang menyewakan tanah sekaligus 

pemilik tanah, bahwa tanah yang beliau miliki tersebut yang dimanfaatkan 

oleh pihak penyewa sebagai tempat tinggal, dengan terpaksa dan secara 

tiba-tiba dijual kepada pihak lain dengan alasan karena Bapak Hadi 

membutuhkan uang dengan jumlah cukup besar dan dalam waktu yang 

singkat. Dengan sebab itulah pihak pemilik tanah tidak menawarkan 

terlebih dahulu kepada pihak penyewa, karena pemilik tanah merasa pihak 

penyewa tidak mampu untuk membeli tanah tersebut dengan uang cash 

sejumlah Rp. 250.000.000. 
13

 

       Padahal berdasarkan pengakuan pihak penyewa tanah, jika tanah yang 

disewa tersebut ditawarkan terlebih dahulu untuk dijual kepadanya, maka 

pihak penyewa akan berusaha untuk membelinya. Sehingga dengan faktor 

latar belakang tersebut berdampak pada dijualnya tanah yang masih 

                                                           
13

 Hadi (Pemilik Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 13 Mei 2020. 
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disewakan kepada selain pihak yang menyewa tanah atau kepada pihak lain 

dan dari situlah maka muncul suatu permasalahan atau problematika dalam 

kasus ini. 

3. Problematika Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

Adapun problematika atau permasalahan yang terjadi dalam kasus ini ialah: 

a. Pengalihan objek akad yang tidak diperjanjikan sebelumnya  

       Objek akad berupa tanah yang disewa oleh Bapak Salamun dari 

Bapak Hadi telah dialihkan kepada pihak ketiga yakni pembeli tanah 

yang bernama Bapak Benu. Hal ini tentu menjadi permasalahan utama 

dalam kasus ini sebab dalam akad sewa-menyewa yang sudah terjadi 

sebelumnya, dalam poin-poin perjanjiannya tidak ada kesepakatan 

tentang pengalihan objek akad ketika masa sewa belum berakhir. 

       Selain hak Bapak Hadi selaku pemilik tanah, dalam objek akad yang 

disepakati tersebut telah ada hak Bapak Salamun sebagai penyewa 

tanah. Seharusnya sebelum akad sewa-menyewa berakhir, Bapak 

Salamun sebagai penyewa tanah merasa masih berhak atas tanah 

tersebut dan tidak boleh adanya suatu pengalihan tanah tersebut kepada 

pihak ketiga tanpa perjanjian sebelumnya sebab akad belum berakhir. 

b. Pengalihan objek akad tanpa sepengetahuan penyewa 

       Jika terjadi pengalihan objek sewa yang telah disepakati bersama 

oleh pemilik tanah, maka seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari 

pihak penyewa sehingga perselisihan antara kedua belah pihak dapat 

dihindari. Pun jika pengalihan dilakukan oleh pihak penyewa, pemilik 
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tanah harus mengetahui hal tersebut. Dalam kasus ini Bapak Hadi selaku 

pemilik tanah telah mengalihkan objek yang di akadkan kepada pihak 

ketiga atau pembeli tanah tanpa sepengetahuan dan izin dari Bapak 

Salamun selaku pihak penyewa tanah padahal masa sewa belum berakhir 

dan akan berakhir tiga tahun lagi.
14

 

c. Ganti kerugian yang tidak sepadan 

       Meskipun pemilik tanah yakni Bapak Hadi mengganti kerugian atas 

pengalihan objek akad tersebut, namun ganti kerugian yang diberikan 

oleh Bapak Hadi tidak sesuai dengan akad sebelumnya. Juga tidak 

sepadan dengan biaya sewa yang telah dibayarkan secara kontan 

diawal.
15

 Dalam akad tersebut, yang seharusnya objek berupa tanah yang 

berukuran panjang x lebar = 4 meter x 12 meter dengan biaya sewa Rp 

10.000.000 per lima tahun diganti dengan tanah yang berukuran panjang 

x lebar = 5 meter x 6 meter. Juga kondisi tanah yang masih belum layak 

untuk didirikan bangunan diatasnya menjadi suatu permasalahan yang 

timbul dalam kasus ini. 

       Bapak Salamun akan mendapat kerugian jika total biaya sewa 

seharga Rp 10.000.000, ia hanya mendapat ganti rugi tanah yang lebih 

sempit dari sebelumnya. Apalagi dengan kondisi tanah yang tidak bisa 

langsung didirikan bangunan diatasnya, membuat Bapak Salamun harus 

mengeluarkan biaya sendiri untuk perawatan tanah dan pembangunan 

ulang, maka dapat dikatakan ganti ruginya tidak sepadan.  

                                                           
14

Salamun (Penyewa Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 10 Mei 2020. 
15

 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH YANG MASIH 

DISEWAKAN DI KELURAHAN JEMUR WONOSARI, KECAMATAN 

WONOCOLO, SURABAYA 

 

A. Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Menggunakan Akad Jual Beli terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang Masih 

Disewakan  

1. Analisis Hukum Islam Menggunakan Akad Jual Beli (Bay’) terhadap 

Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

 

       Untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mendapatkan harta, jual 

beli merupakan kegiatan bermuamalah yang sangat dianjurkan dalam 

Islam, selama tidak mengenyampingkan rukun dan syaratnya.
1
 Jual beli 

dalam Islam merupakan suatu transaksi yang berkaitan dengan muamalat 

yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Menurut 

Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang 

bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.
2
 

Sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan kesepakatan ulama fiqih 

bahwasannya dalam proses praktik jual beli harus memenuhi rukun dan 

syaratnya. Di antara rukun dan syarat tersebut ialah terdapat pihak yang 

bertransaksi, terdapat barang yang diperjualbelikan, terdapat nilai tukar 

pengganti barang (harga), dan sighat (ijab dan kabul). 

                                                           
1
 Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50. 

2
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2-3. 
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a. Pihak yang Bertransaksi (penjual dan pembeli) 

       Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad disyaratkan harus berakal 

atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang 

dilakukan oleh orang yang selain berakal atau termasuk orang gila maka 

tidak sah. Kemudian pihak yang melakukan transaksi jual beli harus 

lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh 

satu pihak.
3
 

       Pihak yang bertransaksi dalam jual beli ini ada dua pihak yaitu 

Bapak Hadi sebagai penjual dan Bapak Benu sebagai pembeli. Bapak 

Hadi dan Bapak Benu ialah seseorang yang telah berakal atau mumayyiz 

yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Saat melakukan akad jual 

beli, kedua belah pihak juga dalam kondisi sadar dan sehat sehingga 

salah satu rukun dan syarat jual beli dimana adanya pihak yang berakad 

telah terpenuhi. 

b. Sighat (ijab dan kabul) 

Ijab kabul menjadi salah satu rukun yang sangat penting dalam akad 

jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan kabul) maka akad jual beli 

menjadi tidak sah. Rukun ijab dan kabul ini disyaratkan diucapkan oleh 

orang yang telah balig dan berakal. Adanya kesepakatan antara ijab dan 

kabul pada barang yang akan ditukarkan berupa barang yang akan dijual 

                                                           
3
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer…, 26. 
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dan harga barang yang akan dibeli. Serta ijab dan kabul itu dilakukan 

dalam satu majelis.
4
 

       Dalam kasus jual beli tanah yang masih disewakan yang terjadi di 

Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur 

Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya ini, ijab kabulnya diucapkan 

oleh Bapak Hadi sebagai penjual tanah dan Bapak Benu sebagai pembeli 

tanah yang mana kedua belah pihak telah balig dan berakal sehat serta 

cakap hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. 

       Kemudian terdapat kesepakatan mengenai barang yang akan dijual 

yakni berupa tanah dengan ukuran panjang x lebar = 12 meter x 4 meter 

yang akan dibeli oleh Bapak Benu dengan harga Rp 250.000.000. 

Adanya kesepakatan antara barang yang dijual dengan harga barang 

yang akan dibeli ini dapat dilihat dari ijab dan kabul secara lisan yang 

kemudian dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian kontrak sewa 

tanah anatara Bapak Hadi dan Bapak Salamun. Juga mengenai ijab dan 

kabul yang dilakukan dalam satu majelis, sama halnya dalam kasus ini 

yang mana transaksi termasuk ijab dan kabulnya dilakukan dalam satu 

majelis, melakukan akad secara langsung dan tatap muka. 

c. Nilai Tukar Pengganti Barang (harga) 

       Harga merupakan salah satu unsur terpenting dalam transaksi jual 

beli karena kesepakatan harga hanya terjadi pada saat awal akad. Oleh 

karena itu, nilai tukar pengganti barang atau penentuan harga (ath-

                                                           
4
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 73. 
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thaman) disyaratkan harus jelas nominalnya dan disepakati oleh kedua 

belah pihak, proses pertukaran nilai barang dengan sejumlah harga 

diserahkan pada saat akad. Dan apabila harga barang dibayar 

dikemudian hari (hutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
5
 

       Dalam akad jual beli yang terjadi antara Bapak Hadi dan Bapak 

Benu, penentuan harga beli tanah seharga Rp 250.000.000 telah 

diketahui secara jelas di awal akad dan telah disepakati bersama oleh 

keduanya. Mengenai cara pembayarannya pun telah disepakati bersama 

bahwa jual beli tanah milik Bapak Hadi dilakukan secara tunai 

bersamaan dengan penyerahan sertifikat tanahnya. Selang beberapa hari 

kemudian tanah tersebut telah diambil alih oleh Bapak Hadi yang 

kemudian tanah tersebut dikosongkan dari bangunan yang didirikan 

diatas tanah tersebut yakni rumah yang dibangun oleh Bapak Salamun 

dengan status menyewa tanah milik Bapak Hadi tersebut. 

d. Barang yang Diperjualbelikan 

       Dalam transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan 

disyaratkan harus suci atau bersih barangnya, dalam artian bukan barang 

najis atau yang diharamkan oleh syara’. Keadaan objek mengenai 

bentuk, kualitas, jenis dan ukurannya harus diketahui oleh kedua belah 

pihak dan objek harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan ajaran agama. 

Kemudian objek yang diperjualbelikan harus ada di tangan penjual dan 

milik sah orang yang melakukan akad karena objek diharuskan milik sah 

                                                           
5
 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah…, 119 
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penjual maka barang tersebut harus dapat diserahkan ke tangan 

pembeli.
6
         

       Jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli seperti diatas, maka dalam 

kasus ini objek berupa tanah dalam keadaan suci dan bersih sebab bukan 

sesuatu yang najis dan diharamkan oleh syara’. Keadaan objek seperti 

bentuk, kualitas, jenis dan ukurannya telah diketahui oleh Bapak Benu 

selaku pembeli, termasuk kondisi tanah yang diatas tanah tersebut terdapat 

bangunan milik Bapak Salamun. Namun Bapak Benu tidak 

mempermasalahkan hal tersebut lebih jauh, ia hanya berpikir bahwa tanah 

yang hendak dibeli dari Bapak Hadi akan segera menjadi miliknya setelah 

pembayaran dilakukan, otomatis segala bangunan yang ada diatas tanah 

tersebut juga akan dihancurkan setelah pembayaran dilakukan. 

       Mengenai status kepemilikan tanah tersebut memang masih milik 

Bapak Hadi, namun disamping hal itu ada yang berhak atas tanah tersebut 

meskipun dengan status sewa. Karena tanah tersebut masih dalam status 

disewa oleh Bapak Salamun, maka tanah tersebut tidak boleh 

dipindahalihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Bapak Salamun. 

Meskipun tanah tersebut milik sah Bapak Hadi, tetapi terdapat hak Bapak 

Salamun sebagai penyewa sehingga tanah tersebut tidak dapat diserahkan 

kepada orang lain apalagi untuk diperjualbelikan yang menyebabkan status 

kepemilikan tanah berpindah ke tangan orang lain. 

                                                           
6
 Ibid., 47. 
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       Karena masa sewa tanah yang dilakukan oleh Bapak Salamun belum 

berakhir, maka seharusnya Bapak Hadi tidak menjual tanah tersebut kepada 

Bapak Benu, apalagi tanpa izin dan sepengetahuan Bapak Salamun. Sebab 

Bapak Hadi masih terikat akad sewa dengan Bapak Salamun.
7
 Jika Bapak 

Hadi tetap menjual tanah tersebut padahal masih terdapat hak sewa tanah 

diatasnya, maka jual beli atas tanah yang masih disewakan tersebut 

menjadi tidak sah karena objek belum sepenuhnya ada di tangan Bapak 

Hadi. 

       Jika melihat praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Jl. 

Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya ini sebenarnya dalam transaksi tersebut 

telah memenuhi rukun jual beli yaitu pihak yang bertransaksi (penjual dan 

pembeli), sighat, nilai tukar pengganti barang (harga), dan barang yang 

diperjualbelikan. 

       Akan tetapi, dalam syarat rukun barang yang diperjualbelikan terdapat 

kejanggalan dimana objek tanah masih berada dalam status sewa oleh 

Bapak Salamun, meskipun status kepemilikan tanah tersebut masih berada 

di tangan Bapak Hadi selaku pemilik tanah. Selama masa sewa belum 

berakhir, maka dapat dikatakan objek tanah belum berada di tangan Bapak 

Hadi secara sempurna sehingga tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada 

pihak manapun. Hal ini juga berarti objek tanah tidak dapat diserahkan 

kepada pihak lain sebab sebelum masa sewa oleh Bapak Salamun berakhir. 

                                                           
7
 Salamun (Penyewa Tanah), Wawancara, Jemur Wonosari, 10 Mei 2020. 
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       Dari rukun dan syarat jual beli (bay’) yang telah dipaparkan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa jual beli atas tanah yang masih disewakan tidak 

sesuai karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tanah yang masih 

dalam status sewa oleh Bapak Salamun tidak dapat dialihkan termasuk 

diperjualbelikan oleh Bapak Hadi kepada Bapak Benu sebab masa sewa 

belum berakhir sehingga Bapak Hadi masih terikat akad sewa dengan 

Bapak Salamun. 

       Meskipun tanah tersebut milik sah Bapak Hadi, tetapi ada hak lain atas 

tanah tersebut yakni hak sewa yang mana karena hak sewa tersebut, status 

tanah belum sepenuhnya ada di tangan Bapak Hadi sehingga Bapak Hadi 

tidak diperbolehkan untuk menjual tanah tersebut apalagi tanpa 

sepengetahuan pihak penyewa yakni Bapak Salamun, karena jual beli atas 

tanah yang masih disewakan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual 

beli maka akad jual beli tersebut menjadi tidak sah atau tidak sesuai 

dengan aturan Hukum Islam. 

2. Analisis Kitab Undang-undang Hukum Perdata Menggunakan Akad Jual 

Beli terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

       Dalam Hukum Perdata dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu 

perjanjian yang bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang 

lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga sejumlah uang sebagai 

imbalan dari perolehan hak milik atas barang tersebut.
8
 Jual beli dianggap 

telah terjadi antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli apabila 

                                                           
8
 R. Subekti, Aneka Perjanjian…., 1. 
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telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta 

harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya 

belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, 

maka kedua belah pihak terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan apa 

yang telah disepakati. 

       Dalam praktik jual beli tanah yang masih disewakan yang terjadi di Jl. 

Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya ini telah terjadi kesepakatan antara 

penjual tanah yakni Bapak Hadi dengan pembeli tanah yakni Bapak Benu 

bahwasannya objek yang akan diperjualbelikan berupa tanah seluas panjang 

x lebar = 12 meter x 4 meter yang akan dibeli dengan harga Rp 

250.000.000. 

       Setelah adanya kesepakatan, maka jual beli dapat terlaksana sehingga 

dalam perjanjian jual beli tersebut tidak dapat memutus suatu perjanjian 

sewa-menyewa yang masih berjalan, sebagaimana dalam Pasal 1576 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat 

sebelumnya tidaklah diputuskan, kecuali apabila ia telah diperjanjikan 

pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, 

penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu 

perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia 

tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang 

terutang belum dilunasi”
9
 

 

       Dari penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa suatu akad jual beli 

tidak dapat dikatakan sah jika pada barang yang akan dijualbelikan tersebut 

                                                           
9
 R Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata…, 385-386. 
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masih ada hak sewa dari pihak penyewa yang masa berakhirnya belum 

selesai dan sewa-menyewa yang masih berjalan tersebut tidak dapat 

dihapuskan atau diputuskan dengan dijualnya objek tersebut, kecuali sudah 

ada perjanjian sebelumnya.  

       Dalam praktik jual beli tanah yang masih disewakan di Wonocolo, 

tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa jika tanah tersebut dijual maka 

akad sewa-menyewanya akan diputus atau akan berakhir. Namun pada 

faktanya jual beli tanah antara Bapak Hadi dan Bapak Benu sudah 

terlaksana. Maka secara tidak langsung akad sewa-menyewa tanah antara 

Bapak Hadi dan Bapak Salamun diputus oleh Bapak Hadi selaku pihak 

pemilik tanah dan Bapak Salamun selaku pihak penyewa tanah diwajibkan 

untuk mengosongkan tanah tersebut karena pihak pembeli yang bernama 

Bapak Benu menginginkan serah terima hak milik tanah dilaksanakan 

secara langsung pada saat akad jual beli.  

       Maka dari itu, jual beli tanah diatas tanah yang masih disewakan 

tersebut yang dilakukan oleh pihak penjual atau pemilik tanah yakni Bapak 

Hadi dapat dikatakan merupakan tindakan melawan hukum, karena 

memutus akad sewa-menyewa yang masih berjalan atau yang belum 

berakhir sesuai perjanjian demi berlangsungnya akad yang baru yakni jual 

beli. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan aturan Hukum Perdata yaitu 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1576. 
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B. Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Menggunakan Akad Sewa-menyewa terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang 

Masih Disewakan  

1. Analisis Hukum Islam Menggunakan Akad Sewa-menyewa (ija>rah) 

terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

       Ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat ija>rah pada praktik sewa-

menyewa dalam kasus ini, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Dua Orang yang Berakad 

       Dua orang yang berakad yakni mu’jir  (pihak yang menyewakan) 

dan musta’jir (pihak penyewa) disyaratkan berakal dan mumayyiz yang 

berarti sudah cakap bertindak hukum. Sementara itu, mu’jir dan 

musta’jir harus ‘an-tara>d}in, artinya kedua belah pihak tersebut berbuat 

atas kemauan masing-masing tanpa adanya pemaksaan dari salah satu 

pihak dan melakukan akad atas dasar saling merelakan.
 10

 

       Yang disebut sebagai mu’jir dalam akad sewa-menyewa ini adalah 

Bapak Hadi sebagai pemilik tanah yang menjadikan tanah tersebut 

sebagai objek sewa. Sementara musta’jir ialah Bapak Salamun sebagai 

penyewa atas tanah milik Bapak Hadi. Keduanya telah cakap untuk 

bertindak hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP sebagai 

Warga Negara Indonesia yang telah berusia diatas 17 tahun serta telah 

berkeluarga. Akad sewa-menyewa antara kedua pihak tersebut juga 

dilakukan dengan ‘an-tarad}in tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Keduanya telah bersepakat yang dibuktikan dengan adanya hitam diatas 

                                                           
10

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi…,131.  
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putih yakni perjanjian sewa-menyewa dan kwitansi sebagai tanda jadi 

akad sewa-menyewa antara Bapak Hadi dan Bapak Salamun. 

b. Sesuatu yang Diakadkan 

       Objek yang disewakan disyaratkan dapat diserah terimakan baik 

manfaat maupun bendanya. Dan manfaat dari objek yang di ija>rahkan 

harus sesuatu yang dibolehkan agama (mutaqawwinah) dan harus 

diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Serta objek yang 

disewakan harus jelas ukuran dan batas waktu ija>rah agar terhindar dari 

perselisihan.
11

 

 Dalam hal ini, tanah milik Bapak Hadi sebagai objek sewa-

menyewa tentu dapat diserah terimakan baik manfaat maupun 

bendanya. Tanah yang terletak di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 

05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya 

ini dapat diambil manfaatnya oleh Bapak Salamun sebagai penyewa 

untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Tanah tersebut juga beralih 

secara fisik kepada Bapak Salamun meskipun status kepemilikannya 

tetap berada di tangan Bapak Hadi.  

       Manfaat dari tanah tersebut merupakan mutaqawwinah atau sesuatu 

yang dibolehkan dalam agama, seperti dalam kasus ini dimana Bapak 

Salamun menyewa tanah milik Bapak Hadi untuk didirikan bangunan 

diatasnya sebagai tempat tinggal Bapak Salamun beserta keluarga. Dan 

untuk menghindari perselisihan antara keduanya, dalam akad sewa-

                                                           
11

 Ibid., 132.  
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menyewa tersebut dicantumkan ukuran tanahnya yakni panjang x lebar 

= 12 meter x 4 meter dan telah ditetapkan batas waktu ija>rah selama 

lima tahun terhitung dari tahun 2017. 

c. Sighat  (Ucapan) 

       Sighat dalam hal ini ijab kabul harus menggunakan kalimat yang 

jelas dan terbuka sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak 

penyewa.
12

 Selain dalam bentuk lisan, ijab kabul dalam akad ini juga 

dibuat dalam bentuk tertulis untuk menghindari adanya perselisihan di 

kemudian hari. Saat akad sewa berlangsung, ijab kabul dibuat dengan 

sejelas-jelasnya dan transparansi mengenai kondisi tanah, ukuran, batas 

waktu dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa 

tersebut. 

d. Upah atau Imbalan 

       Upah dapat berupa sesuatu yang berharga atau dapat dihargai 

dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Upah atau imbalan 

tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan.
13

 Dalam kasus ini, upah 

tidak sejenis dengan objek yang disewakan. Tanah yang disewa oleh 

Bapak Salamun di upahi dengan uang seharga Rp 10.000.000 per lima 

tahun. 

       Dari rukun dan syarat ija>rah yang telah dijabarkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa akad sewa-menyewa atau ija>rah yang terjadi antara 

Bapak Hadi dan Bapak Salamun sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki …, 11.  
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karena telah memenuhi rukun dan syarat ija>rah. Dari keempat rukun dan 

syarat tersebut tidak terlihat adanya penyimpangan atau kekeliruan dari 

koridor Islam. 

        Rukun yang pertama yakni adanya dua orang yang berakad yaitu 

mu’jir dan musta’jir telah terpenuhi. Bapak Hadi sebagai pemilik tanah dan 

Bapak Salamun sebagai penyewa tanah telah balig, berakal dan cakap 

Hukum sehingga tidak ada penyimpangan dalam subyek akad. Rukun yang 

kedua yakni sesuatu yang diakadkan atau objek tanah yang disewakan 

dapat diserahterimakan oleh Bapak Hadi kepada Bapak Salamun. Objek 

tanah juga telah jelas ukuran dan batas waktu masa sewanya yang telah 

tercantum dalam surat perjanjian kontrak sewa tanah. Sementara manfaat 

dari tanah tersebut juga digunakan untuk membangun rumah diatasnya 

sehingga tidak didapati hal yang menyimpang dari segi manfaat objeknya.  

        Rukun yang ketiga ialah sighat yang telah terpenuhi syaratnya dimana 

sighat  telah diucapkan dengan jelas dan dibuktikan dengan adanya hitam 

diatas putih sebagai bentuk ijab dan kabul sehingga dapat dimengerti dan 

dipahami oleh kedua belah pihak. Sementara rukun yang keempat yakni 

upah juga telah terpenuhi, sebab upah berupa uang yang bernilai harganya 

bagi pemilik tanah yakni dengan total senilai Rp 10.000.000 selama masa 

sewa lima tahun.  

       Dari keempat rukun beserta syarat ija>rah tersebut telah terpenuhi dan 

tidak didapati adanya penyimpangan dalam akad ija>rah antara Bapak Hadi 

dan Bapak Salamun. Karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 
 

 
 

akad tersebut, serta tidak adanya kejanggalan atau ketidakadilan dalam 

proses akad sewa-menyewa maka dapat dikatakan akad sewa-menyewa 

tersebut sah dan sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam. 

2. Analisis Kitab Undang-undang Hukum Perdata Menggunakan Akad Sewa-

menyewa terhadap Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Disewakan 

       Dalam Hukum Perdata terdapat perbedaan yang berkaitan dengan 

berakhirnya jangka waktu sewa sebelum masa sewa tersebut berakhir 

sesuai dengan kesepakatan. Hal ini didasarkan atas dua bentuk perjanjian 

akad sewa-menyewa yakni akad sewa-menyewa secara tertulis dan akad 

sewa-menyewa secara lisan. Apabila perjanjian sewa-menyewa dilakukan 

dalam bentuk tertulis, maka akad sewa-menyewa tersebut berakhir demi 

hukum dalam arti masa sewanya berakhir sesuai dengan akad kesepakatan 

yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut tanpa ada pemberitahuan dan 

pemutusan akad yang masih dalam masa sewa.
14

 

       Sedangkan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara lisan atau 

secara tidak tertulis, maka sewa-menyewanya akan berakhir pada waktu 

yang tidak ditentukan, dalam arti jika pihak pemilik tanah atau yang 

menyewakan tanah itu memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa 

masa sewanya sudah habis maka akad sewa tersebut dinyatakan berakhir, 

namun selama pihak pemilik tidak memberitahukannya maka akad sewa 

tersebut masih berlangsung dan dianggap diperpanjang. 

       Dalam kasus penelitian ini, sudah jelas bahwa akad sewa-menyewa 

yang terjadi antara Bapak Hadi selaku pemilik tanah dan Bapak Salamun 

                                                           
14

 R. Subekti, Aneka Perjanjian…., 47. 
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sebagai penyewa tanah dilakukan secara tertulis dibuktikan dengan adanya 

hitam di atas putih dan disepakati antara kedua belah pihak. Dalam 

perjanjian tersebut sudah dijelaskan bahwa akad sewa-menyewa tanah akan 

berakhir pada tanggal 27 Februari 2022, namun fakta yang terjadi bahwa 

pada pertengahan tahun 2019 pihak pemilik tanah mengakhiri akad sewa-

menyewa tanah tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata pasal 1570 yang berbunyi: 

“Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, 

apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu 

pemberitahuan penghentiannya”.
15

 

 

       Jika melihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1570 

diatas, maka jelas bahwa tindakan Bapak Hadi yang dengan sepihak 

mengakhiri masa sewa yang kemudian menjual objek sewa kepada pihak 

lain merupakan tindakan yang tidak sesuai dimata hukum. Selagi terdapat 

hitam diatas putih atau surat perjanjian kontrak sewa tanah, maka 

seharusnya sewa tersebut akan berakhir sesuai jangka waktu yang 

tercantum. Jika pemilik tanah ataupun penyewa menginginkan masa sewa 

berakhir sebelum waktu yang telah disepakati, maka harus ada kesepakatan 

antara kedua belah pihak sehingga tidak ada perselisihan. 

       Sementara dalam praktik sewa yang terjadi antara Bapak Hadi dan 

Bapak Salamun, jelas Bapak Hadi telah mencederai janji yang telah ia buat 

pada surat perjanjian kontrak sewa tanah. Seharusnya Bapak Hadi tidak 

memutus perjanjian secara sepihak, apalagi dengan mengalihkan status 

                                                           
15

 R Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata…, 385. 
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kepemilikan tanah kepada pihak lain sebelum masa sewa berakhir tanpa 

seizin dari Bapak Salamun selaku penyewa tanah. Perbuatan yang 

dilakukan Bapak Hadi bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum 

sebab telah menyalahi perjanjian yang telah disepakati. 

       Setiap perbuatan yang melawan hukum yakni tidak melaksanakan atau 

memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama dapat disebut 

melakukan wanprestasi maka akan timbul akibat hukum bagi yang 

melanggarnya. Akibat hukum dapat berupa ganti rugi yang harus sesuai 

dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa dirugikan. 
16

 

       Dari kasus jual beli tanah yang masih disewakan ini sudah diketahui 

bahwa pihak pemilik tanah yakni Bapak Hadi telah mengganti atau 

memberi ganti rugi objek tanah ke tanah lain yang masih miliknya dengan 

sisa sewa yang masih ada. Namun tanah pengganti tersebut ukurannya jauh 

lebih sempit dibanding tanah sebelumnya, pun dengan kondisi tanahnya 

yang dapat dikatakan belum layak untuk didirikan sebuah bangunan 

diatasnya. 

       Pihak penyewa harus mengeluarkan biaya perawatan sendiri seperti 

pengurugan tanah, pembangunan rumah dari awal dan biaya lainnya. Maka 

dapat dikatakan bahwa ganti rugi yang diberikan kepada pihak penyewa 

tidak sepadan dengan apa yang seharusnya pihak penyewa terima. Namun, 

kesepadanan ganti rugi belum dijelaskan secara jelas dalam Hukum 

                                                           
16

 R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1977), 17. 
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Perdata, hal ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi dalam mengartikan 

kesepadanan ganti rugi.
17

 

       Maka dapat dikatakan bahwa jual beli tanah yang masih disewakan 

yang terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan 

Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya ini jika dianalisis 

menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dilihat dari akad sewa 

menyewanya tidak sesuai atau belum memenuhi aturan Hukum Perdata 

yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Pasal 1570.  

 

                                                           
17

 Ibid. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Dari seluruh pembahasan yang ditulis oleh penulis, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kasus jual beli yang terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 119 B RT 05 RW 

03, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya berawal 

dari Bapak Hadi yang menyewakan tanahnya kepada Bapak Salamun 

seharga Rp 10.000.000 dengan jangka waktu selama lima tahun terhitung 

dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Kemudian pada tahun 2019, Bapak 

Hadi menjual tanah yang disewa oleh Bapak Salamun kepada Bapak Benu 

tanpa sepengetahuan Bapak Salamun. Jadi, jual beli tanah tersebut 

dilakukan diatas tanah milik Bapak Hadi yang berada dalam status sewa 

oleh Bapak Salamun. 

2. Jual beli tanah yang masih disewakan yang terjadi di Jl. Wonocolo Pabrik 

Kulit 119 B RT 05 RW 03, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo, Surabaya ini jika dianalisis menurut Hukum Islam 

menggunakan akad ija>rah sudah sesuai rukun dan syaratnya. Sementara jika 

dianalisis menggunakan akad bay’ tidak sesuai karena belum memenuhi 

rukun dan syarat bay’. Sedangkan jika dianalisis menggunakan Hukum 

Perdata baik jual beli atau sewa-menyewanya tidak sesuai dengan aturan 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1576 \dan pasal 1570. 
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B. Saran 

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan akad termasuk akad 

sewa-menyewa maupun jual beli khususnya dengan cara membuat 

perjanjian dalam bentuk tertulis yang berisi segala persyaratan dalam akad 

beserta sanksi jika ada pihak yang melanggar akad atau perjanjian tersebut, 

2. Masyarakat diharapkan untuk mengetahui hukum jual beli terutama jual 

beli tanah yang masih disewakan dimana objek masih terdapat status sewa 

dan berada di tangan pihak penyewa, hal ini untuk menghindari adanya 

perselisihan di kemudian hari. 
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